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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran 

penulis yang diberi judul “Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah 

Wakaf Non-Litigasi”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk 

menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca.  

Buku ini membahas proses penyelesaian sengketa tanah 

wakaf melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini terdapat peran dan 

kewenangan badan pertanahan nasional dalam menyelesaikan 

sengketa tanah di Indonesia. Penulis juga mengungkap faktor-

faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tanah 

wakaf dan solusinya 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun 

sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya 

berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 
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Perkembangan mengenai tanah merupakan hal yang sudah 

ada sejak lama, namun tetap saja hangat untuk dibahas karena 

manusia secara filosofis memiliki hubungan yang fundamental 

dengan tanah sepanjang sejarah hidupnya. Dalam konteks 

keyakinan agama Islam, Allah SWT menciptakan manusia dari 

unsur tanah, bahwa hakikat asli proses penciptaan manusia berasal 

dari tanah dan diakhir hidupnya akan kembali pada tanah, dari 

tanah kembali ketanah. 

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan 

bumi, kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan 

bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan 

ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. 

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti 

dan sekaligus memiliki fungsi ganda, Yaitu social asset tanah 

merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan 

masyarakat, untuk melangsungkan kehidupan dan tanah juga 

sebagai capital assed yaitu, sebagai faktor modal dalam 

pembangunan dan memiliki nilai ekonomi yang sangat penting. 

Sejak proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 

1945, Pemerintahan Republik Indonesia mengambil langkah-

langkah untuk mengakhiri Hukum Agraria Kolonial dan segera 

membentuk Hukum Agraria Nasional. Dalam hukum tanah 

nasional tersebut memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan 

PENDAHULUAN 
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A. Kasus Posisi Sengketa Tanah Wakaf  

1. Versi Yayasan Islam Bima 

Pada awalnya Yayasan Islam Bima berbentuk Badan 

Hukum Syara Bima yang kemudian berganti nama menjadi 

Yayasan Islam Bima, dibentuk dan didirikan dengan akta 

notaris nomor 4 tahun 1969, akta notaris nomor 93 tahun 

1986, akta notaris nomor 9 tahun 2014 dan telah mendapatkan 

pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui 

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-

01316.50.10.2014 tanggal 10 Mei 2014 tentang Pengesahan 

Yayasan Islam Bima sebagai Badan Hukum. 

Yayasan Islam Bima diberikan kepercayaan oleh 

Pemerintah Pusat untuk mengelolah dan membina sebanyak 

60 unit sekolah didukung sebanyak 934 orang guru dengan 

murid sebanyak 6.337 orang, 18 unit masjid besar didukung 

sebanyak 22 orang Lebe na’E, 182 unit Mesjid Jami’didukung 

sebanyak 182 orang Cepe lebe dengan khatib 259 orang 

ditambah bilal sebanyak 427 orang dan marbot sebanyak 427 

orang, dan 579 unit Musollah. Selain itu juga, mengelolah 

tanah wakaf sebanyak 288,1783 HA. Tersebar di dua 

Kabupaten/Kota Bima dan Dompu, dengan rincian sebanyak 

4,2844 HA di Rasanae, 11,3000 HA di Mpunda, 13,0400 HA di 

Palibelo, 10,2302 HA di Belo, 20,1720 HA di Woha, 28,6289 

HA di Monta, 9,5400 HA di Bolo, 28, 4722 HA di 

Madapangga, 5,2100 HA di Langgudu,15,8200 HA di Wawo, 

PROSES PENYELESAIAN 

SENGKETA TANAH 

WAKAF MELALUI JALUR 

NON-LITIGASI 
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A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian 

Sengketa Tanah Wakaf  

Terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut penulis 

menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

mediasi sebagai berikut: 

1. Status tanah yang menjadi obyek sengketa 

Nurdin selaku sekretaris Yayasan Islam Bima 

mengatakan bahwa, obyek tanah yang disengketakan 

merupakan tanah redistribusi dari pemerintah pusat bukan 

tanah wakaf berdasarkan SK. Deputi Nomor 41/Depag/66 

Tahun 1966 tentang redistribusi tanah dari pemerintah pusat 

kepada Yayasan Islam Bima yang kemudian dipertegas oleh 

SK. Mendagri No. 3/DA/74 tahun 1974 tentang penegasan 

terhadap pemberian tanah redistribusi kepada Yayasan Islam 

Bima dengan Status Hak Pakai. Berdasarkan Pasal 41 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa, Hak Pakai adalah hak 

untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah 

yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang 

lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 

ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

yang berwenang memberikannya. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Presiden Nomor 

62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma 

Agraria bahwa, redistribusi tanah adalah rangkaian kegiatan 

FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PROSES 

PENYELESAIAN SENGKETA 

TANAH WAKAF DAN 

SOLUSINYA 
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Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf secara non-litigasi 

melalui dua proses yakni pramediasi dan mediasi, Pertama dalam 

proses pramediasi terdiri dari beberapa tahapan meliputi: 

menerima pengaduan, membentuk tim penyelesaian sengketa, 

mengundang para pihak untuk dimintai keterangan sehingga hasil 

dalam tahap pramediasi bisa dikatakan berhasil terbukti dengan 

hadirnya para pihak pada agenda mediasi yang sudah ditentukan 

dan di sepakati oleh para pihak. Kemudian pada proses mediasi 

terdiri dari beberapa tahapan meliputi: kegiatan mediasi, 

menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, 

identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi oleh para pihak, 

penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, dan formalisasi 

kesepakatan penyelesaian sengketa. Hasil pada tahapan mediasi 

adalah belum menemukan kesepakatan diantara para pihak, 

dikarenakan salah satu pihak yaitu pihak terlapor mengambil sikap 

untuk tidak melanjutkan proses mediasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses 

penyelesaian sengketa tanah wakaf serta solusinya  

1. Faktor yang mempengaruhi berdasarkan data empiris meliputi: 

Status tanah yang menjadi obyek sengketa, hak atas tanah yang 

melekat terhadap para pihak, kedudukan Hukum hak atas tanah 

para pihak berdasarkan hukum positif yang berlaku dalam 

bidang pertanahan, terindifikasi adanya dugaan perbuatan 

maladministrasi. 

PENUTUP 
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seorang atlet, Penulis  berhasil meraih prestasi tinggi, seperti 

menjadi Juara 2 dalam Turnamen Pencak Silat Tapak Suci tingkat 

Provinsi dan Juara 3 dalam turnamen Pekan Olahraga Mahasiswa 

tingkat NTB. Bahkan, Penulis  mencatatkan namanya sebagai Juara 



63 

 

1 Internasional dalam turnamen Pencak Silat di Bali, membuktikan 

bahwa dedikasinya bukan hanya terbatas pada satu bidang saja. 

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana dan melanjutkan 

studi S2, Penulis  terus mengejar pengembangan diri di bidang 

hukum. Penulis mengikuti Pelatihan Mediator di Pusat Mediasi 

Indonesia Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, lulus dengan 

prestasi yang memuaskan. Selain itu, Penulis  juga berhasil 

menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokad dan melewati ujian 

profesi advokad pada tahun yang sama. Dalam pengalaman 

kerjanya, Penulis  telah mengasah kemampuannya sebagai Asisten 

Advokad dan Admin Administrasi di Kantor Advokad Law Office 

Keadilan & Partners. Penulis  juga telah menunjukkan keahliannya 

sebagai Mediator Non Hakim dan Legal Officer,  menambahkan 

dimensi baru dalam perjalanan profesionalnya. 

 


